MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PRT/M/2018
TENTANG
STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan
Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16);
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Menetapkan

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor O05/PRT/M/2017 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR TEKNIS STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal.

2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

JDIH Kementerian PUPR



Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara
secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum
dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya
disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan
Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan
perumahan rakyat yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
Negara secara minimal.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga
Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang
bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi
pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas
kabupaten/kota

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari
usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan,
perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah
area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah
tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK).

Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan
alam, serta tanah longsor.

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah
dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam
periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-
sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/
Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama
Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah
serta pemangku kepentingan terkait.

Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan
keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat
tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan
tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya
dengan status penguasaan bangunan hak milik atau
bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai,

hak guna usaha, atau pemanfaatan.
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17. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi
persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan
minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

18. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang
yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan
fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu
dapur.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPM
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah
dapat menerapkan dan memenuhi SPM Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap
Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 3
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. SPM Pekerjaan Umum,;
b. SPM Perumahan Rakyat;
c. pelaporan; dan
d

pembinaan dan pengawasan.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu

SPM Pekerjaan Umum

Pasal 4
(1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum
Pemerintah Daerah provinsi dan SPM Pekerjaan Umum

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
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(2)

(1)

(2)

SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. Jenis Pelayanan Dasar;

b. Mutu Pelayanan Dasar; dan

c. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 5
Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf a pada Pemerintah Daerah provinsi
terdiri atas:
a. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas
kabupaten/kota; dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah
Domestik regional lintas kabupaten/kota.
Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum
Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-
hari; dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah

Domestik.

Pasal 6

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf b pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah

Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terdiri atas:

a.

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air
Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran
kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air
minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas
air minum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
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c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik
meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

(1) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ pada SPM Pekerjaan Umum
Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

a. penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh
badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis
daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota
yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas
kabupaten/kota; dan

b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah
pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat
miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area
Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan
dekat badan air.

(2) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf c¢ pada SPM Pekerjaan Umum
Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu dan
berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani
melalui sistem penyediaan air minum; dan

b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah
pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu dan
berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air

Limbah Domestik dan dekat badan air.
Pasal 8

SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

SPM Perumahan Rakyat

Pasal 9

(1) SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan
Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan SPM Perumahan
Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Jenis Pelayanan Dasar;
b. Mutu Pelayanan Dasar; dan

c. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 10

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat
Daerah provinsi terdiri atas:

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
bagi korban bencana provinsi; dan

b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat
Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
bagi korban bencana kabupaten/kota; dan

b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dan ayat (4) huruf b berupa:

a. pendampingan/pembinaan;
b. pembimbingan;

c. penyuluhan;
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(4)

d. pelayanan informasi; dan

e. bantuan teknis

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf e meliputi:

a. pendampingan penggantian kerugian;

b. penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering
Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah
Khusus;

c. pembangunan Rumah Susun Umum;

d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau

e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi

program pemerintah daerah.

Pasal 11

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf b pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

terdiri atas:

a.

mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi
rumah yang layak huni bagi korban bencana
provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan
kualitas pelayanan dasar.

standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a
berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai
dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan
ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan
rekonstruksi.

kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada
huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria
pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah
layak huni.

mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b

berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai
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dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah
layak huni yang akan ditangani.

f.  kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada
huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria
pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan

terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Pasal 12
(1) Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) huruf ¢ pada SPM Perumahan Rakyat Daerah

provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban
Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana
yang memenuhi kriteria.

b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan
dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program
pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga
terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang

memenuhi kriteria.

Pasal 13
SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
Dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 14
(1) Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di
urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan laporan
teknis tahunan hasil penerapan SPM kepada Gubernur.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan

hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan
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(2)

(1)
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Rakyat Pemerintah Daerah provinsi kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam

negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 15

Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan
laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada
Bupati/Walikota.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis
tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat kepada Gubernur.

Gubernur menyampaikan rekapitulasi laporan teknis
tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di wilayahnya kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan

tembusan kepada Menteri.

Pasal 16
Materi muatan laporan teknis tahunan hasil penerapan
SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal
14 paling sedikit memuat:
a. hasil penerapan SPM;
b. kendala penerapan SPM; dan
c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
Selain memuat materi muatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), laporan penerapan SPM Pemerintah
Daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi

penerapan SPM Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Hasil pelaporan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dipergunakan sebagai:

a.

penilaian kinerja perangkat Daerah;
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(3)

(9)

(6)

-12 -

pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan
pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam

perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis
penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi
perencanaan, pembangunan, operasional dan

pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan
penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi
secara teknis.
Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan
pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau
bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi,
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dan/atau bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal pembinaan dan pengawasan penerapan SPM,
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang belum
mampu melakukan pembinaan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pembinaan penerapan SPM
dilaksanakan oleh Menteri.

(8) Ketidakmampuan gubernur sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) harus disertakan dengan surat pernyataan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
Pemerintah Daerah yang telah merencanakan SPM Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dalam dokumen perencanaan
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota masih
tetap dapat menjalankan program sesuai perencanaan yang

telah ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 267) serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
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Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1891
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